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et 6

Pada hari ini Kamis tanggal 5 (lima) bulan Maret tahun 2026 be tempat _ﬁ
Denpasar, Kami yang bertanda tangan di bawah ini; L b
. Nama : EEM NURMAMNAH ™S

Jabatan  Kepala Kanter Wilayah Kementsrian Hukum PmﬂmEEaE -
Alamat - JI. Raya Puputan Niti Mandala Rencn Denpasar i,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum, selanjutnya vl:ﬂuhﬂt TR

sebagai PIHAK KESATU,

Il.  Nama = 1 GUSTI PUTU KIRANA DANA _ ‘ -
Jabatan . Direkturetua Lembaga Bantuan Hukum Pequangan
Masyarakat Indonesia L R

Alamat . Banjar Dinas Tatag, Desa Kukuh, Kecamatan Marga,

Kabupaten Tabanan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum
Perjuangan Masyarakat Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA
PIHAK terlebih dahulu menjelaskan: _ad
e '!“':-t' =+
a  PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Ball. <l
b, PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum g
tahun 2025 s.d 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor
5 HM.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Crganisasi Bantuan Hukum yan
\erifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 'u['liLII.IIHL
2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M HH-6 HN.04.03 Tahun 2024
L embaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditas
sebagal Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2152?',-;'
akreditasi C. :



10.

11.

12,

13.

‘Republik Indonesia Nomor 5421}

; ,FHIII.H‘HI‘I “emerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentar

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bar
Megara Republik Indonesla Tahun 2013 Mumufﬂﬁ";ﬁ__l_ :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia H-nmurﬂ B
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pen n Da
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor aiaj”' '
telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manus
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Hukum dan F
Manusia Momor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara P
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum {Eerha Hﬂﬁﬂm FI

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130): s -
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Bantuan Hukum ({Berita Megara Republik Indonesia Tahun Eﬂif + I
Momor 87); ‘s

Peraturan Menten Hukum Momor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Ha:j_a
Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
Peraturan Menteri Hukum Nomar 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kera

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ;— -
2024 Nomaor 912); y .

Keputusan Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN. 03.03
Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Mon Litigasi; i
Keputusan Mented Hukum Nomor MHH-5HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisas| Bantuan Hukum yang Lulus Venfikasi dan Akreditasi Eﬂhﬂgﬂ]
Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027,

Keputusan Menteri Hukum MNomeor M.HH-8.HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Hahthﬂli :-
sebagai Pemben Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027

Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHM Nomor PHN.HN.04.03-230 TII'LI.I'l'Ir ‘ﬁﬂi& >
tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum; (4
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Provinsi Ball Momor | SP DIPA-135.03.2. EQEDEBEDEET% 1*,15]
1 Desember 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membu

menandatangan! Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Arggu

dengan ketentuan sebagai berikut | vl .”' g




=
| 3,

- Kantor Yviaye Keme III.'
yang melasanakan tiges pembe
anitia Pengawas Pusat yang selar
khusus ¢i bawah koordinas| Badan Pembinaa
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, d
penyelenggaraan bantuan hukum. i
4. Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panw
khusus di bawsah koordinasi Kantor Witayah Kementerian H .
tugas dan fungsi pengawasan, ‘pemantauan, dan evaluasi
penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. M
5 Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang < pergunaka -
pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.
B. Sistem Informasgi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elel
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasicnal untuk me
pelaksanaan pemberian bantuan hukum. U

7. Har adalah hari kerja.

BAB Il
TUJUAN
Pasal 2 ] ":é' '
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk menjamin: i
2 kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang
miskin; dan S
b. penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi
Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sl
BAE I
RUANG LINGKUFP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Palaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi

3 Pemberian Bantuan Hukum litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan
Usaha Negara melalul pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dal
1)  penyidikan/ pemeriksaan p-andahuluana‘gugatun; b
2y  persidangan di Pengadilan Tingkat H A
3) persidangan di Pengadilan Tingkat Banding;
4) persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasl
gy peninjauan kembali. e

b. Pembenan Bantuan Hukum nen jitigas! meliputi kegiatan.

1)  penyuluhan hukum; L_J 1.

2) konsultasl hukum; ol




Han dan Hmﬂhnh?‘hm PIHAK sebags

PIHAK KESATU
1)  Hak:
@) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atay mempublikas

2)

b. PIHAK KEDUA
Hak: )
Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan hukum
bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK KESATU
berdasarkan hasil pakerjaan melalui Sidbankum.
Kewajiban:

1)

2)

dokumen hasil pemberian hantuﬂn hiku

b)  Memberikan rekemendasi pnnjaﬂ.ha ir
melakukan palanggaran tu:hu’ﬂap erjar
Hukum ini. v .
Kewajiban:
8) Menyalurkan anggaran pelaksanaan banll..raﬁ hu
dilakzanakan cleh PIHAK KEDUA sesua dengan |
dan peraturan perundang- urﬂanuan.
b)  Mamfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hum
hasil pekerjfaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
€} Melakukan pembinaan dan pengawasan ma{mul iy

a)

b)

d)

evaluasi pelaksanaan bantuan hukum,

Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau ha[nmﬁ
orang miskin sesual dengan standar layanan bantuan hukum dalam
ruang lingkup pekerjaan yang diatur pada Penanjian Fuﬁmanign
Bantuan Hukum ini.
Memberikan laporan pelaksanaan dan penggunaan anggamn ha
hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU mam I:ﬂﬂmlﬂ :
& (enam) bulan, y
Mengajukan kelengkapan dokumen pencalran anggnrm hantu:
yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat ‘{’{’
setalah pekerjaan selesal (untuk kegiatan nonlitigasij. -
Mengajukan kelengkapan dokumen pancairan a il
yang disampalkan kepada PIHAK KESATU p-gﬂng hup
kera satalah:
(1) pekerjaan selesal untuk keglatan nnnlrﬂn_q.ﬂ.
(2) pekerjaan selesal atau dokumen penangs sﬂ,L
untuk kegiatan litigasi. '




(2)

(3}

(4]

(1)

(2)

(1)
(£]

(3)

! ;_1* I.“ET'I‘LF—"-' ‘* :‘ - Sprarpa [ ':_;:_ 1
NON LITIGAS!
engan rincian sebagaimana tedampir, 3
Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksi
bersumber darl DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum |
Anggaran 2026, 5
Rincian besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimak:
mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan.
MNon Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ha
Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang
Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Wk
Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun norlitigasi sebags
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka -
KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin secara mandiriprobono.

fo]

.i.-
BAB VI » =iy
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal &
PIHAK KESATU berhak mengalinkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi, .
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Panwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung. il

Pasal 7 i
Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapatd akukan
antar jenis bantuan hukum yang sama. .
Fangéla’han anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan_parhﬁra__gi___ atal
kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permohonannya telah terverifia:
dalam Sidbankum. | e
Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
sebagal berikut: ..o
a) %er]'anjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan Hﬂdﬂnd 1y
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau |at:_1 jgar
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alo
Pemberl Bantuan Hukum yang serapan anggarannya i
Agustus tidak mencapai 80% dari anggaran yang [ersecia, &




sebagal bagian yang tidak terpisahkan dals
~ Hukum Inl, T,
(2) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tamba
bulan September Tahun Anggaran 2026 2
- persetujuan BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat.
(3) Dalam hal setelah Perjanjian Pelaksanaan Béhﬁéian;Hﬂkﬂﬁﬁ-' =]
dilakukan, PIHAK KEDUA tidak atau kurang akiif dalam p

A

hukum. maka PIHAK KESATU dapat melakukan pengalinan

.

Pasal 8 ... .

(1) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Ban

Tambahan (sddendum) paling lama 3 (tiga) hari kerja satelah ditan et
PIHAK KESATLU. S e )

(2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menandatangan! Perjanjian Pelaksanas an

Hukum Tambahan (addendurn) sampai batas wakiu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), PIHAK KESATU tetap dapat mengalinkan anggaran dmaku.ud 5

persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA. e

(3) Tidak ditandatanganinya Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hmwn:-'_'_ramhﬁﬁpl -

(addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dijadikan ba’fﬁ‘i‘- g

pemantauan dan avaluasi oleh PIHAK KESATU. L

BAEB VI
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM 3

Pasal 10 o
(1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan percairan anggaran ‘bantuan

kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen sasual ketentuan |

perundang-undangan. 2
(2y Terhadap pemmohonan spbagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK K ESATLY
melakukan pemeriksaan kelayakan dokumen untuk, selanjutnya membs LEl
persetujuan terhadap dokumen yang memenuhi kelayakan. .. . ' .
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) menjadi dasar pen

pemberian layanan Bantuan Hukum yand talah dilaksanakan mﬂfp}\_. WK K
(4) Pengajuan sebagaimana p ama

TR

=
-

ada ayat (1) dan perselujuan sauagﬂ
pada ayat (2] dilakukan melalui aplibf.asi Sidoankum. i

(5) PIHAK KESATU melakukan pencairan anggaran kepada PIHAK
pembayaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharadn ‘Negara s
langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEL
ketentuan dan mekanisme yand beriaku, R -




) Dalam hal SIHAK KEDUA terbukil melak
‘sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PIHAK
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

......
s

Pasal 11

(1) PIHAK KEDUA dapat mengajukan ‘permchonan pe
hukum tahun anggaran 2026 kepada PIHAK KESATU
2026 sampal dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksarn
berakhir. iy

(2) Dalam hal batas wakiu Perjanjian Fﬂlﬂkaanaar':'ﬁaﬁtuh ? _
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat meng:
pencairan pada tahun berikutnya. i : e

(3) Pencairan anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk
yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Perjanjian Pela

Bantuan Hukum ini. -
(4) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi hanya dilakukan untuk perkara yang
pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Yerjanjian

Pelaksanaan Bantuan Hukum ini,
(5) Pembayaran anggaran bantuan hukum liigasi untuk parkara tahun anggaran 2025
yang berlanjut ke tahun 2026, hanya dapal dilakukan terl'badap.._parkgra- gagq g

pendampingan layanan bantuan hukumnya berlanjut pada tahun anggaran 2026,

Hukum sebaga

d 1

-

Pasal 12 Ln A

(1) Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari FIHAI-F. KEDUA yang'!_g!djf_ﬂa :' _F
dilakukan pembayaran cleh PIHAK KESATU dihitung sebagai realisasi anggaran.

(2) PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi aﬂgmﬂn e

sebagaimana dimaksud pada ayat {1).
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dasar pertimpangan penetapan anggaran pada tahun berikutnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13 _ _
1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan le
i KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yan dilaku
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapal merekomer
Panwaspus untuk memberikan sanksl kepada PIHAK KEDUA
ran perundang-undangan. el
ibhalalias an hukum yang bersifat ;

Pelanggaran pelaksanaan bantu bersifat pidané
sesUal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang &




B

‘banjir, pemogokan  umum, |
- pemberontakan, revolusi, makar, huru-har
(3) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakar
Pelaksanaan Bantuan Hukum inl karena mengalam
Majeure maka Pihak yang mengalami Force Majeura harus ms _
terfulis kepada plhak lalnnya dalam w_a}gtu"pu_m;hm“: 3: mpal
setelah terjadinya Force Majsure. S
Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA s
akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK K
demikian pula sebaliknya. e

BAB X
JANGKA WAKTU

Pasal 15
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum inl mulai beraku sejak fanggal 02 1a
2026 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2026. o
Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pemberian bantuan hukum antara tang
Desember 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 tetap dapat dilakukan
secara mandirifprobono tanpa melalul APBN dan dilaporkan melalui fitur Bankum

Mandiri dalam Sidbankurm.

BAB Xl
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

i 1
L

Pasal 16 R o
PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan BaT:itpEar:i Hul;um ini tunduk
sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia, pa
Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dar[
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Banfuan Hukum ini
sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan

dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran barkutnya.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUR

il
e

Pasal 17 _ e
Perianjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangs
F'IHJFE dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bﬁrmgatm'al.mmp;”

mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama. S



EHGAN EEMIHMM PIHAK KESATU dan F'l
menandatangani perjanjian ini pada tanggal hru :
_sesual dengan ketentuan peraturan peru nuann-m&amb. %'-

(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, punyal ki
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperh
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK KESATU F‘iIH.AP{ KEDUA
Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi
Bali

EEM NURMANAH | GUSTI PUTU KIRANA DANA

NIP 19680607 1992032001






PERJAN. -J AN KINE|

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Eﬂhtﬂﬂn n yang
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kam| yang bartanda tanga .

Nama : 1 GUSTIPUTU KIHANADAH# R e
Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan
Indonesia

Selanjutnya discbut PIHAK KESATU

Nama . EEM NURMANAH .
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanii dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah
ditentukan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2026 dan melakukan
pelayanan bantuan hukum sesual Standar Layanan Bantuan Hukum, serta melaksanakan
kegiatan bantuan hukum nenlitigasi di Posbankum Desa dan Kelurahan. Hehahaﬂm
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK
KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK

KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksl.

Depasar, 05 Maret 2026

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lamhaga Bantuan Hukum

Provinsi Bali

ara.kall.nd’nm&i

H

NIP 18 E‘HU’EBT 18982032001

. '.-r::--.'.. il il = '.'.'-I.'-'.l:f.-'.ﬁ. .H.‘:ﬂ: el



